BAB V
PENUTUP

V.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis berpendapat bahwa
putusan hakim yang menyatakan bahwa Panati terbukti bersalah karena
memenuhi unsur Pasal 348 KUHP yaitu dengan sengaja menggugurkan atau
mematikan kandungan seorang wanita dengan izin tidak tepat, karena dalam
putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa hakim kurang cermat dalam

menelaah fakta-fakta.

Dalam  pertimbangan  hakim,  hakim  tidak  banyak
mempertimbangkan pendapat ahli. Menurut penulis, dalam kasus ini
meskipun hakim tidak memiliki kewajiban untuk terikat pada pendapat ahli,
sebaiknya hakim melakukan interpretasi multidisipliner. Interpretasi ini
sangat perlu dilakukan supaya hakim bisa mendapatkan verifikasi mengenai
kebenaran dari fakta mengenai apakah dengan dimasukkannya dua batang

ubi kayu bisa mengakibatkan keguguran atau tidak.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pasal yang
didakwakan kepada terdakwa, yaitu pasal 348 KUHP yang memiliki unsur
“barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan
seorang wanita dengan persetujuan wanita tersebut” merupakan salah satu
dari delik materil. Dengan kata lain, delik ini akan menitik beratkan pada
apakah akibat tersebut (matinya kandungan seseorang) terjadi atau tidak,

tanpa melihat perbuatan apa yang dilakukannya.

Dalam delik materil, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi,
yaitu harus terwujudnya tingkah laku, akibat dan hubungan kausalitas di
antara keduanya. Artinya, dalam kasus ini untuk hakim harus bisa
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membuktikan mengenai ketiga unsur tersebut. Dalam kasus ini, tingkah laku
dan akibat yang menjadi syarat dalam pasal 348 KUHP telah terwujud.
Akan tetapi, hubungan kausalitas antara keduanya masih belum bisa
dibuktikan, karena menurut keterangan ahli hingga saat ini masih belum
dapat dipastikan bahwa apakah dengan memasukkan dua buah batang ubi

kayu dapat mengakibatkan gugurnya/matinya kandungan seorang wanita.

Selain itu, dari fakta-fakta yang ada tidak menunjukkan bahwa
gugurnya kandungan Rosnaini memang disebabkan oleh perbuatan Panati.
Fakta tersebut adalah fakta berupa pernyataan ahli yang menyatakan bahwa
belum ada penelitian yang pasti mengenai hal itu, serta hasil visum yang
tidak menunjukkan adanya infeksi pada rahim, mulut rahim, ataupun vagina
Rosnaini. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Rosnaini sendiri yang
intinya menyatakan bahwa selama masa kehamilannya, ia tidak menjaga
kandungannya. Artinya, tidak ada hubungan kausalitas antara gugurnya
kandungan Rosnaini dengan perbuatan yang dilakukan oleh Panati.
Seharusnya unsur dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungan seorang wanita dengan izin tidak dapat dikatakan terpenuhi.
Oleh karena itu, seharusnya hakim memutus Panati dengan putusan bebas,

karena tidak terpenuhinya unsur tertulis dari delik tersebut.

Menurut penulis, seharusnya hakim tidak menganggap suatu
kebetulan sebagai sebab dari suatu akibat, karena pada dasarnya suatu
kebetulan itu tidak dapat diperhitungkan sebagai suatu sebab. Memang,
dalam kasus ini perbuatan Panati merupakan suatu perbuatan tercela. Akan
tetapi, hukum tetaplah hukum dan harus ditegakkan dengan benar. Dalam
kasus ini, surat dakwaan tersebut memiliki kekurangan yang cukup fatal,

yaitu mendakwa dengan dakwaan tunggal.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumya, bahwa hakim hanya boleh
memutus berdasarkan surat dakwaan. Dalam kasus ini, dakwaan yang

didakwakan terhadap terdakwa tidak terpenuhi, meskipun tindakannya
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nyata. Karena hakim hanya bisa memutus terdakwa dengan pasal 348
KUHP, penulis merasa bahwa hakim memaksakan fakta-fakta tersebut

supaya dapat memenuhi unsur pasal tersebut.

V.2. SARAN

Saran dari penulis, seharusnya hakim lebih memerhatikan pendapat
dari saksi ahli. Pada dasarnya, alasan dari adanya saksi ahli adalah karena
hakim tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bidang tertentu.
Oleh karena itu, sebaiknya hakim dalam memutus suatu perkara lebih

memerhatikan pendapat ahli tanpa mengabaikan fakta yang ada.

Selain itu, dalam pertimbangannya hakim juga harus lebih
memerhatikan mengenai teori-teori yang dikenal dalam ilmu hukum. Hal
ini diperlukan supaya hakim dapat menghasilkan suatu putusan yang baik.
Maksudnya, setiap pertimbangan hakim dalam putusan haruslah memiliki
dasar yang kuat. Dengan begitu, hakim dapat memutus suatu perkara
dengan benar dan dari putusan tersebut akan tercapai suatu kepastian

hukum.

Hal-hal tersebut juga diperlukan, mengingat bahwa sanksi pidana
adalah sanksi yang membawa nestapa bagi orang yang menerimanya. Oleh
karena itu, harus dipastikan mengenai apakah orang tersebut pantas
menerima sanksi tersebut atau tidak. Menurut penulis, hal ini harus terlihat

di dalam suatu putusan.
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